
a. bahwa untuk mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan kebijakan 
di bidang impor produk kehutanan, perlu melakukan 
perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
78/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk 
Kehutanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang 
Ketentuan Impor Produk Kehutanan; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia], 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3806); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 
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6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 
Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta 
Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 13 Tahun 2014; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten tang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Tahun 2014-2019; 

13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 
tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 
tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan; 
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RACHMAT GOBEL 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perdagangan 
d@~~iro Hukum, 

-----E~o 

Ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Jan uari 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 1 September 
2015. 

Pasal28 

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
78/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk 
Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasalI 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 
78/M-DAG/PER/ 10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK 
KEHUTANAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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